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Daam undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) tersebut diatur bahwa setiap orang
mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. setiap orang berkewajiban
memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan
perusakan lingkungan hidup. Kelanjutan pokok ini ialah beban pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
dipertanggungjawabkan kepada pihak pencemar dan perusak, sehingga sanksi hukum
dipertanggungjawabkan kepada pihak yang mencemari dan rnerusak lingkungan hidup.

Perkembangan korporasi di Indonesia dalam waktu singkat menjadi sangat cepat dan pesat karena sifatnya
yang sangat ekspansif menjangkau seluruh wilayah bisnis yang mempunyai kemampuan untuk tumbuh
dengan subur dan mendatangkan keuntungan. Hal lain ditandai juga dengan peranan oleh pemerintah
melalui peraturan-peraturan yang memberikan kemudahan berusaha dan fasilitas lainnya. Korporasi sebagai
pelaku kejahatan dan tindak pidana lingkungan hidup sebagai sebuah delik harus dilihat dalam kerangka
pembangunan berkesinambungan.

Fungsi dari UUPLH adalah merupakan "payung" (umbrella provision) yang dalam ketentuannya hanya
mengatur hal-hal yang pokok sgja, maka sebelum ada peraturan pel aksananya sudah barang tentu dalam
penerapannya akan menghadapi hambatan. Dalam kasus perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup
terdapat kesulitan bagi aparat penyidik untuk menyediakan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan
Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP. Di samping itu, pembuktian unsur hubungan kausal merupakan kendala
tersendiri. pencemaran lingkungan hidup sering terjadi secara kumulatif, sehingga sulit untuk membuktikan
sumber pencemaran, terutamayang bersifat kimiawi. Selain menyediakan alat bukti, penyidik juga harus
cermat dalam menentukan tersangkanya yang ternyata sulit untuk menempatkan korporasi sebagai
tersangka. Kesulitan ini dirasakan oleh penyidik pada saat menghubungkan antaratindak pidana dengan
bukti-bukti yang mengarah pada suatu pelaku tindak pidana yang notabene adalah fiksi hukum.

Pada tingkat penuntutan kesulitan yang dihadapi oleh Penuntut Umum sebagai pihak yang membawa
perkaratersebut di muka pengadilan adalah memenuhi persyaratan formil dan materiil KUHAP khususnya
Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Apabilaketentuan pada Pasal 143 ayat (2) KUHAP tersebut tidak dipenuhi
maka pada Pasal 143 ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa surat dakwaan tersebut batal demi hukum.
Dihubungkan dengan korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup, jaksa harus
mempertahankan hasil penyidikan yang disertai dengan bukti-bukti kuat yang nantinya bisa membawa pada
putusan final hakim yang menyatakan korporas bersalah.

Daam penelitian ini penulis berusaha untuk mengungkapkan kendal a-kendala yang dihadapi oleh aparat
penegak hukum dalam penanganan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi serta
untuk mengetahui kendala apa sgja yang dihadapi oleh Kepolisian dan K ejaksaan dalam penerapan aturan
pidana dalam rangka penuntutan terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup di
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Indonesia. Pada akhir penelitian, penulis mampu untuk menemukan permasal ahan-permasal ahan pokok
yang menjadi penghambat dalam penuntutan korporasi untuk tindak pidana lingkungan hidup.



